[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

3. Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);
10. Peraturan...
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan...
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Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 431);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mt 16. Peraturan...
Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2020 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2021 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 395),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Belitung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung

(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 34);

22. Peraturan...
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Menetapkan

22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2020 Nomor 58), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 58
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

Bupati adalah Bupati Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan daerah yang
berkedudukan sebagai wunsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021
semula sebesar Rp.1.100.750.041.618,00 berkurang sebesar
Rp.14.588.986.212,00 sehingga menjadi Rp.1.086.161.055.406,00,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan...
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1.

Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp. 964.938.538.517,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (861.975.117,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 964.076.563.400,00

setelah Perubahan

. Belanja Daerah:

a. Semula Rp. 1.100.750.041.618,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (14.588.986.212,00)
Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.086.161.055.406,00

setelah Perubahan

. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 136.156.568.221,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.072.076.215,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 122.084.492.006,00

setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. -

setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 122.084.492.006,00
Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp -

setelah Perubahan

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

terdiri dari:

1.

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan.

2. Lampiran...
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2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah.

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial.

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja
dan Pembiayaan.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.

Pasal 4...
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Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 8 Oktober 2021
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai.dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUVWARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003
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